
BUPATI SERDANG BEDAGAI
PROVI NSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR I TAHUN 2A23

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2A22-2A42

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Menirnbang

SALINAN

bahwa untuk melaksanakan ketentuane Pasal L 1

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2OL4 tentang
Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta
Ke{a, perlu rnembentuk Peraturan Daeratr tentang
Rencana Pembangrr.na.n Industri Kabupaten Serdang
Bedagai Tahun 2022-2042;

L. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tenta.ng
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Talrun L96O Nomor LO4,
Tarnbatran Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2O Q;

3. Undang-Undang Nornor 36 Tahun 2OO3 tentang
Pernbentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten
Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara- Republik Indonesia- Tahun 2OA3
Nomor 15I-, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a3a6l;

4. Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2OO4 tenta.ng
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4
Nomor lQ4, Tambahan Lembaran Negara. Republik
Indonesia Nornor aa2ll;

Mengingat

AsLI
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5. Undang-Undang Nomor 17 Tal-un 2OO7 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panj ang Nasional
Tahun 2OO5-2O25 (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 33 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aTOOl;

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47251;

7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2Ol4 tenta-ng
Perindustrian (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O14 Nornor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor 54921;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nornor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O
tentang Cipta Kerja (Lembaran Nega-ra Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015
tentang Rencana Induk Pembangunan Industri
Nasional Tahun 2015-2035 (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tal..un 2Ol5 Nomor 46
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 567L);

1O. Peraturan Pemerintah Nomor 742 Tahun 2O15 tentang
Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 365, Tarnbahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5806);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2a Tahun 2O2l
tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O21
Nornor 38, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 664011'

12. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2OO8 tentang
Kebijakan Industri Nasional;

13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11O/M-
IND/PER/ 172-2015 tentang Pedoman PenSrusunan
Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan
Rencana Pembangun an Indu stri Kabupaten / Kota;

14. Peraturan Daerah Prowinsi Sumatera ljtara Nornor 4
Tahun 2OLa tentang Rencana Pembangunan
Industri Provinsi Sumatera Utara Tal'un 2Ol8-
2O3a (Lembaran Daerah Provinsi Surnatera Utara
Tahun 2018 Nomor 4, Tarnbahan Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Utara Nomor 42);
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
Nomor 5 Tahun 20ll tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panj ang Daerah Tahun 2OO5-
2025 (Lembaran Daeral. Kabupaten Serdang
Bedagai Tal-un 20ll Nomor 5, Tambal.an
Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
Nomor 122);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
Nomor 12 Tahun 2O13 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2Ol3'
2C23 (I*rnbaran Daerah Serdang Bedagai Tahun
2OL3 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Serdang Bedagai Nomor l32l
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabrlpaten Serdang Bedagai 1 Tahun 2O2 1

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Serdang Bedagai Tahun 2Ol3-2O33 (Lembaran
Daerah Serdang Bedagai Tahun 2021 Nornor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serdang
Bedagai Nomor 148);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
(Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2O16 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 151)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun
2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2O16
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten
Serdang Bedagai (Lembaran Daeral. Kabupaten
Serdang Bedagai Tahun 2O22 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
Nomor 151);
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG

BEDAGAI
dan

BUPATI SERDANG BEDAGAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH
PEMBANGUNAN INDUSTRI
BEDAGAI TAHUN 2022. 2042.

TENTANG
KABUPATEN

RENCANA
SERDANG

RAR I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusarl

pemerintahan oleh Pemerintah Daeral. dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otorromi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalarn
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unslrr penyelenggara
pemerintahan daera?r yang memimpin pelaksarraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
5. Dewan Perwakilan Ra§at Daeratr yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang
Bedagai.

6. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian
dengan kegiatan industri.

7. Industri adalah selurutr bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah
bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri
sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau
manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri '

a. Kawasan Peruntukan Industri adatah bentangan laltan yang

dipemntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rerrcana tata
ruarrgwilayahyangditetapkansesuaidenganketentuanperatl'lrarr
perundang-undangan.

9. Industri Prioritas merupakan bagian dari Kebij akan Tndustri

Nasional Tahun 2OL5-2O37 yarr:g terdiri dari 10 prograrn

pengembangan industri prioritas yaitu industri pangan' industri
farmasi,kosmetik,danalatkeselratan,industritekstil,kulit,alas
kakidananeka,industrialattransportasi,industrielektronikadan
telematika(ICT),industripembangkitenergi,industribarangmodal'
komponen, bahan penolong dan jasa indrrstri, industri hrrlu agro,

ind.ustri logam dasar dan bahan galian bukan logam' dan indu stri
kirnia dasar berbasis migas dan batubara'
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10. Industri Unggulan Kabupaten adalah industri yang ditetapkan
menjadi industri unggulan utama di daerah.

1 1. Kebijakan Industri Nasional yang selanjutnya disingkat KIN adalah
arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk
Pembangunan Industri Nasional.

12. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional yang selanjutnya
disingkat RIPIN (2015-2035) adalall pedoman bagi pemerintah dan
pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri-

13. Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara Tahun
201S-2O38 yang selanjutnya disebut RPIP adalah dokumen
perenca,rra€rn yang rnenjadi acuan da-lam pembangunan industri di
daerah provinsi.

14. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Serdang Bedagai yang
selanjutnya disingkat RPIK adalah Rencana Pembangunan Industri
Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022-2042 yang ditetapkan
untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

15. Sistem Informasi Industri Nasional adalal. tatanan prosedur dan
mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber
daya manusia perangkat keras dan lunak, serta, basis data,
j aringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan
tujuan untuk penyarnpaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan
serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:
a.. pedornan pernbangunan industri bagi perangkat daerah, pelaku

industri, pengusaha dan/atau institusi terkait; dan
b. pedoman dalam pembagian peran serta keterlibatan masyarakat

dalam pembangunan industri unggulan kabupaten.

Pasal 3
Tujuan ditetapkannya Peraturan D aera}. ini adalah:
a. mewujudkan kebljakan pembangunan industri nasional di

daerah;
b. rnenentukan sasararl, strategi dan rencana aksi pembangunarr

industri unggulan kabuPaten;
c. mewujudkan industri daerah yang mandiri, berdaya saing, maju,

berbudaya dan berwawasan lingkungan di daerah;
d. mewr.rjudkan pernerataan pembangunan industri unggulan

kabupaten guna lnernperkuat dan rnemperkukutr ketahanan
nasional; dan

e. meningkatkan kemakmuran dan kesej al.teraan masyarakat daeral.

secara berkeadilan.
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Pasal 4
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerall ini adalah:
a. kewenangan pemerintah daerah;
b. industri unggulan kabupaten;
c. rencana pembangunan industri kabupaten;
d. pelaksanaan;
e. pembinaan, pengawasan, pelaporan; dan
f. pembiayaan.

BAB III
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5
(1) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung

j awab atas pencapaian tujuan pembangunan industri daerah.
(2) Kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:
a. perencanaan pembangunan kawasan industri;
b. penyediaan infrastruktur industri;
c. pemberian kemudahan data dan informasi pada rrilayah

daeral. yang diperuntukkan bagl pembangunan kawasan
industri;

d. pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peratlrran
perundang- undangan;

e. pemberian insentif dan kemudal-an lainnya sesuai dengan
ketentuan perundang- undangan;

f. penataan industri untuk berlokasi di kawasan industri; dan
g. pengawasan pelaksanaan pernbangunan kawasan industri'

Pemerintah daerah sesual
ketersediaan:
a.. infrastrutrrtur industri; dan
b. infrastruktur Penunjang.

Pasal 6
dengan kewenangannYa rlrenjalnrn

BAB IV
INDUSTRI UNGGULAN KABUPATEN

Pasal 7

Jenis industri unggulan di Kabupaten Serdang Bedagai sebagai dasar
pengembangan industri terdiri dari:
a. industri Pan gan;
Lr. indr.rstri hulu agro; dan
c. industri barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa

industri.
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BAB V
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN

Pasal 8
(1) RPIK Kabupaten Serdang Bedagai Tal.un 2022-2042 ditetapkan

untuk jangkawaktu 20 (dua puluh) tahun.
(2) RPIK Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022-2042 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. wisi, misi dan strategi, dan program pembangunan industri;
b. tujuan, sasaran, strategi, dan prograrn pembangunan industri;
c. pembangunan sumber daya industri;
d. pengembangan industri prioritas;
e. perwilayahan industri;
f. pemberdayaan industri kecil dan industri menengah.

(3) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
lampiran yang rnerupakan bagian tidak terpisal.kan dari peraturan
daerah ini.

Pasal 9
(1) RPIK sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panj ang

Daerah dan merupakan pedornan bagi pemerintah daerah dan
pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri.

(21 Pelaksanaan RPIK lebih lanjut diatur dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD).

Pasal 1O

Perwilayahan industri sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 8 ayat (2)

huruf e ditetapkan berupa kawasan peruntukkan industri, meliputi:
a. KPI Tanjung Beringin di Kecamatan Tanjung Beringin dan di

Kecamatan Teluk Mengkudu;
b. KPI Sei Bamban di Kecamatan Sei Bamban; dan
c. KPI Tebing Syahbandar di Kecamatan Tebing Syahbandar'

Pasal 11

Jenis indr,rstri yang dapat dikembangkan di perwilayal-an industri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi:
a.. pengolahan perikanan dan hasil laut, pengolahan padi, pengolahan

ubi ka5ru, pengolahan buah-buahan dan saJruran ' pengolahan
kelapa, dan pengolatran sawit (oleofood, oleokimia dan kemurgi) di
KPI Tanjung Beringin;

b. pengolahan karet, industri komponen, pengolahan perikanan air
tawar, pengolahan padi, pengolahan ubi ka5ru, pengolatran jagung,
pengolal-an buah-buahan dan sa5ruran, pengolahan kelapa, dan
pengolahan saw.it (oleofood, oleokimia dan kemurgi) di KPI Sei

Bamban; dan
c. pengolahan ubi ka5ru, pengolahan jagung, pengolahan kelapa'

pengolal.an karet, pengolahan kayu dan pengolatran saw"it (oleofood'

oleokimia dan kemurgi) di KPI Tebing Syahbandar'
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Pasal 12
RPIK Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022-20,42 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 dijadikan acua-n bagi pelaku industri dalam
melaksanakan pembangunan industri.

BAB VI
PELAKSANAAN

Pasal 13
(1) Pemerintah daeral- bertanggung jawab terhadap pelaksanaan

program pembangunan industri sebagairnana dirrraksud dalam
Pasal 8.

(2) Pemerintah daerah dalam melaksanakan prograrn pembangunan
industri sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama
dengan pemangku kepentingan.

(3) Penyelenggaraan kerja sama sebagairnana dimaksud pada ayat (2)

rnengacu pada peraturan perundang-undangan yang merrgatur
tentang keq'a sama daerah.

Pasal 14
(1) Pengernbangan industri daerah harus memberikan rnanfaat bagi

kesejal.teraan masya-rakat setempat.
(21 Pemerintah daerah rnenyiapkan sumber daya manusia untuk

masyarakat setempat dala-rrr upaya akses kesern patane ke4a pada
industri di daerah.

(3) Pernerintah daerah rnemfasilitasi kemitraan usaha mikro dan kecil
dengan industri unggulan daerah berskala besar di daerah.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEI,APORAN

Pasal 15
(1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan

evaluasi tertradap pelaksanaan RPIK Kabupaten serdang Bedagai

(2)
Talrun 2022-2042.
Bupati membuat laporan kepada gubernur satu kali dalarn
setahun atas Pelaksanaan RPIK.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan,

monitoring, dan evaluasi pelaksanaan RPIK Kabupaten Serdang
Bedagai Tahun 2Cl22-2C,42 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan peraturan buPati'

(3)

Pasal 16

RpIK Kabupaten serdang Bedagai Tatrun 2022-2042 dapat ditinjau
kembali setiap 5 (lima) tahun.
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BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 17
Pernbiayaan pelaksanaan RPIK Tahun 2022-2042 dibebankan pada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
c. sttmber pendapatan lain yang sal. dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18
Peraturan Daeratr ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penernpatannya dalam Lembaran Daeratr
Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rarnpa1.
pada tanggal 11 Jamrari 2023

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

ttd

DARMA WIJAYA

Dir-rndangkan di Sei Rarnpah
pada tanggal 11 Jamrari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ttd

M. FAISAL HASRIMY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2023
NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI

SUMATERA UTARA NOMOR: ( l-lt I 2023],

Salinan sesuai dengan aslinYa

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. SERDANG BEDAGAI

ABDUL HAKIM SORI
PEMBINA

A HARAHAP, SH

NrP. 19731221 200112 I oo2
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PENJEI.ASANATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR T TAHUN2023

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2022 -2042

I. UMUM

Sektor industri menjadi penggerak utarna pernbangunan
ekonomi nasional, karena telah rnarnprl memberikan kontribusi
signifikan dalam peningkatan nilai tarnbah, lapangan kerja dan dewisa,
serta marnpu memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan
daya saing nasional. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional
(RIPIN) 2OL5- 2O35 ditetapkan dengan Peraturan Pernerintah Nomor 14
Tahun 2O15 dan disusun sebagai pelaksanaan arnanat Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, serta menjadi pedoman
bagr pemerintah dan pelaku industri dalam perenca.rraan dan
pembangunan industri.

Seiring dengan otonomi daerah, pemerintatr daerah memiliki
peran yang cukup besar untuk mendorong kemajuan industri secara
terencana. Peran tersebut diperlukan dalam rnengarahkan
perekonomian di daerah untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar
ketertinggalan dari negara lain yang lebih dal.ulu maju. Pernbangunan
sektor industri di Kabupaten Serdang Bedagai mengacu pada visi
Pembangunan Industri Nasional sebagaimana tertuang dalam
Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2Ol5-2O35
yaitu "Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh" dan visi
pembangunan Provinsi Surnatera Utara Tahun 2Ola-2O38 yaitu
"Sumatera Utara yang Maju, Arnan dan Bermartabat".

Pen5rusunan RPIK 2022-2042 rnengacu pada Rencana Induk
Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Kebij akan Industri
Nasional (KIN). RPIK 2022-2042 disusun dengan rnemperhatikan:
a. potensi sumber daya industri daerah;
b. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
c. keserasian dan keseimbangan dengan kebij akan pembangunan

industri di d aerah; dan
d. kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan di daerah.
PenJ,rrsunan RPIK Kabupaten Serdang Bedagai 2022-2042 selain
dimaksudkan untuk melaksanakan arnanat ketentuan Pasal 11 ayat (4)

Undang-Undang Nornor 3 Tal.un 2O14 tentang Perindustrian dan
lampiran ljrusarr Pemerintahan Kabupaten Bidang Perindu strian
dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah juga dimaksudkan untuk mernpertegas keseriusan
Pemerintal. Kabupaten Serdang Bedagai datam mewujudkan tujuan
penyelenggaraan perindu strian.
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Pen5rus,nan RPIK 2022-2042 j.oga berpedoman pada peraturan
Menteri Perind,strian RI Nomor 1IO/MIND/PER/ l2/2o1s tentang
Pedoman Pen5rusunan Rencana pernbangunan Indr.rstri provinsi dan
Rencana pembang,nan Ind,stri Kabupaten/ Kota dan perat,ran
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 rahun 2o15 tentang pembentukan
Produk Hukum Daeratr.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasa-l 2

Cukup jeIas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasa-l 9

Cukup jelas
Pasal 1O

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

Cukr.rp jelas
Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16

Cukup jelas
Pasal 17

Cukup jelas
Pasal 18

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2O23
NOMOR 154


